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Djaya Jumain, Ketua Umum LBH Suara Panrita Keadilan



TAKALAR- Beberapa oknum Kepala Desa di Kabupaten Takalar Sulawesi
Selatan alergi dengan adanya Surat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara
Panrita Keadilan  dan Lembaga Poros Rakyat Indonesia Takalar  yang beredar
untuk meminta RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
dinilai oknum Kepala Desa tersebut banyak salahnya dalam mengelola dana
desa.

Djaya Jumain, Ketua Umum LBH Suara Panrita Keadilan,mengatakan meminta
data atau administrasi lainnya yang bersifat untuk kepentingan publik tidak ada
salahnya diserahkan copyannya kepada lembaga yang meminta secara resmi,
pasalnya permintaan tersebut diatur dalam Undang-Undang terkait Transparansi
Publik.

Lanjut Djaya Jumain apabila ada oknum yang takut dengan surat permintaan
RPJMD tersebut perlu dipertanyakan karena kami pastikan oknum kepala desa
tersebut banyak salahnya dalam mengelola dana desa dan dana lainnya baik
yang digunakan pada proyek fisik maupun adminsitrasi.



Oknum Kepala Desa yang takut dengan surat yang dilayangkan oleh LSM dan
LBH adalah ketakutan yang berlebihan apalagi LSM atau LBH sebagai
perwakilan masyarakat sipil bertanggung jawab memastikan dana desa
digunakan untuk pembangunan desa yang tepat sasaran, kalau tidak salah
kenapa harus takut dan alergi dengan LSM dan LBH.

Djaya Jumain meminta Kepolisian Resort Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar
untuk turun langsung mengecek proyek pemerintah desa yang mengunakan
anggaran dana desa karena potensi korupsi setiap item kegiatan peluangnya
cukup besar.

Rencana dalam waktu dekat ini setelah tim Investigasi LBH Suara Panrita
Keadilan dan Lembaga Poros Rakyat Indonesia Takalar rampung yang akan
bergerak di seluruh kecamatan turun langsung kelokasi mengecek pekerjaan fisik
dan administrasi apabila ada temuan indikasi korupsi langsung di laporkan ke



Aparat Penegak Hukum,tutup Djaya Jumain.
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